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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK

TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat
(2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor
5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan
ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Formulir Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Solok Tahun 2015 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II Keputusan ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 14 Mei 2015

Salinan sesuai dengan aslinva KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA
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LAMPIRAN |

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SOLOK TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

BAB |
PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok merupaksarana kedaulatan rakyat

untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secararkratis, langsung, jujur dan adil.

Walikota dan Wakil Walikota terpilih merupakan pempin Kota Solok yang harus

mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyeBalok.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Walkilikota Solok, KPU Kota Solok

Solok mempunyai tugas dan wewenang untuk menatagkputusan yang memuat

prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihalikidd dan Wakil Walikota

Solok tahun 2015.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkankeputusan ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kota Solok,d&d&blitik dan Masyarakat
lainnya dalam melaksanakan tahapan Pencalonan daéamlihan Walikota dan
Wakil Walikota Solok;

2. Untuk memberikan pedoman bagi Partai Politik dansydsakat yang ingin
mengajukan calon dalam Pemilihan Walikota dan Walikota Solok;

3. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tgntaekanisme dan prosedur
pencalonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WabBkSolok.

PENGERTIAN
Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yanggréag dan maknanya disebut
secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk memyedah pemahamannya, maka akan
diterangkan dalam pengertian istilah sebagai beriku
1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok, selanya disebut Pemilihan
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayaha K&blok untuk memilih
Walikota dan Wakil Walikota secara langsung danalamatis.
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Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutdigebut Pemilu atau Pemilu
Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilatkky®a Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau PdPndsiden dan Wakil Presiden
yang diselenggarakan paling akhir.

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU,daah |embaga
penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nakiondgetap dan  mandiri
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyalanggmilihan umum dan
diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaReamnilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, rgekaya disebut KPU
Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihannursabagaimana dimaksud
dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umumg ydiberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubidserdasarkan Ketentuan
yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya digePU Kota Solok, adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimanaksiud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum yang diberik@as menyelenggarakan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkastéftuan yang diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingR&K, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPU Kota Solok untuk melaksanakan ibfeam di tingkat Kecamatan.
Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat B&8ah panitia yang dibentuk
oleh KPU Kota Solok untuk melaksanakan Pemilihatindkat Kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnyabutisBawaslu adalah
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berimgagawasi penyelenggaraan
pemilihan umum di seluruh wilayah Negara KesatuaapuRlik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang toengaengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas @vewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdas&dtentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumaterat,Bselanjutnya disebut
Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara lipamiumum yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di aliagrovinsi sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengengelenggara pemilihan
umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pesgawpenyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasakaantuan yang diatur dalam

Undang-Undang Pemilihan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Panitia Pengawas Pemilihan Kota Solok, selanjuttigabut Panwas Kota, adalah
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yangtumgas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Solok.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutisebut Panwas Kecamatan,
adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yagrgugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjudisyagkat PPL adalah petugas
yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengg&agelenggaraan Pemilihan
di Kelurahan.

Partai Politik adalah partai politik nasional Pésé&temilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DeWwarwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2014 di Kota Solok.

Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua ataibh IBartai Politik Nasional,
peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilaky&a Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangasbeasama-sama bersepakat
mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dd«ql Walikota.

Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekre®agai Politik atau para Ketua
dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik seésghatannya atau dengan sebutan
lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Angdgatanah Tangga (ART) Partai
Politik yang bersangkutan.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh PasanQalon bersama-sama
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Poliaskg mengusulkan Pasangan
Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yaaftadian ke KPU Kota Solok.
Bakal Calon adalah warga negara Republik ledi@nyang diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atau Persegaanyang didaftarkan  atau
mendaftar kepada KPU Kota Solok untuk mengikuti ilaam.

Pasangan Calon adalah Bakal Calon Walikota dan MWA#kiikota Solok yang telah
memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pesertditfami

Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bapati Wakil Bupati dan
Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.

Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmig yditerbitkan instansi
pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagti balkti otentik yang
dihasilkan dari pelayanan pendaftaran pendudukpagcatatan sipil, yakni paling
rendah oleh kelurahan, oleh pejabat yang berwemingilayah tempat tinggal
masing-masing sesuai dengan peraturan perundaramgaual.

Hari adalah hari kalender.
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PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelendgamalihan harus berpedoman
pada asas :

1. mandiri;

2. jujur;

adil,

kepastian hukum;

tertib;

kepentingan umum;

keterbukaan;

proporsionalitas;

© © N o o b~ w

profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;

12. efektivitas; dan

13. aksesibilitas.

DASAR HUKUM

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kota Solok iSb&Erpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaitiPglLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahanbagan Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubahagebigdang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia T@&®11 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketedoukboformasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nd@hp Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang PenygdeagPemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Ndrdb, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilthaum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Déweawakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Ndrh@d, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembantdaerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaranrdldgepublik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undadgng Nomor 9 Tahun
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2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambdlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penet&maaturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 teramgjlihan Gubernur, Bupati
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Ne@ataun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NorB8B)5sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 lfheam Negara Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 5678);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2@08ang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, d@&omisi Pemilihan Umum
Kota/Kota sebagaimana telah beberapa kali diuteahkhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2G@8tang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KioBemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KeimPemilihan Umum
Kota/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peratkoemisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2@&tfang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur deil Wubernur, Walikota dan
Wakil Walikota, dan Walikota dan Wakil Walikota;

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2Qé&Btang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota Wéakil Walikota dan Walikota
dan Wakil Walikota;

Peserta Pemilihan

Peserta Pemilihan adalah :

1.

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politk &abungan Partai politik dan
telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagartaeBemilihan, dan/atau
Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkamairitelah memenuhi syarat

untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
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BAB |1
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1.

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calonk@faldan Wakil Walikota

Solok, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Ndggpablik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17sAgul945, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tihgkas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

€. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hesiriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasagtdusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukasakirpidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun etab;|

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pmtyngadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yalmgktlikan dengan  surat
keterangan catatan kepolisian;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

J. tidak sedang memiliki tanggungan utang secaragorangan dan/atau secara
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yangigik@m keuangan
negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putysamgadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memilikploran pajak pribadi;

m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Walbkefur, Bupati atau
Wakil Bupati, serta Walikota atau Wakil Walikotalasea 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubetau Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati aeZalon Walikota atau
Calon Wakil Walikota;

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil GuiberBupati dan
Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupdlialon Wakil Bupati,
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
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0. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Guober Bupati, Wakil
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkairi di daerah lain
sejak ditetapkan sebagai Calon;

p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjBbaiati dan penjabat
Walikota;

g. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana,;

r. memberitahukan pencalonannya sebagai WalikataVdakil Walikota kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota DeRemvakilan Rakyat,
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi aaggetvan Perwakilan
Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan R&la@rah bagi anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nakitmdonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sgdk mendaftarkan diri
sebagai Calon;

t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milgar@eatau badan usaha milik
daerah sejak ditetapkan sebagai Calon; dan

u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/k#éeh, KPU/KIP
Kota/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Koté& sebelum
pembentukan PPK dan PPS.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani setagadalam angka 1 huruf e

tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjafaagaimana dimaksud dalam

angka 1 huruf f, untuk tindak pidana yang meng&etentuan pidana penjara

minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidandidasarkan pada pidana
penjara maksimal.

Syarat Calon tidak pernah dijatuhi pidana penjataagaimana dimaksud dalam

angka 1 huruf f, dikecualikan bagi :

a. calon yang bersangkutan telah selesai menjalaanpighenjara sampai dengan
dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calalam waktu paling
singkat 5 (lima) tahun;

b. Calon yang dipidana penjara karena kealpaan ri(mpa levis);

c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Calon yang telah selesai menjalani pidana penjabagaimana dimaksud dalam

angka 4 huruf a secara kumulatif wajib memenuhiagysebagai berikut :

a. Calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujurgemeukakan kepada
publik sebagai mantan narapidana;

b. Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan lyangang.
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6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaantimaksud dalam angka 4
huruf ¢ adalah orang yang memperjuangkan keyakp@iik yang memiliki
tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukanpatakekerasan atau
menggunakan senjata.

7. Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angka uf hur adalah sebagai
berikut :

a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan digitberdasarkan jumlah
pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masaajalpeertama selama 5
(lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua palngkat selama 2 %2 (dua
setengah) tahun, dan sebaliknya;

b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada haddlah jabatan
Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernungale Wakil
Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupatilkiééh, dan jabatan
Wakil Bupati/ Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota

c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang saulguti:

1) Telah dua kali berturut-turut dalam jabatan yangaa

2) Telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak hdrtatau

3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah ganta atau di
daerah yang berbeda.

d. Penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau Quétgetengah) tahun
masa jabatan sebagaimana dimaksud pada hurufimndilsejak tanggal
pelantikan sampai dengan akhir masa jabatare@ub dan Wakil
Gubernur, atau Walikota dan Wakil Walikota atau M&th dan Wakil
Walikota yang bersangkutan.

8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, benhdik :

a. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikdém Wakil
Walikota atau Walikota dan Wakil Walikota yang ditpisecara langsung
melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DewanwBkilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Da€od.

b. Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Walikaé:m Wakil
Walikota atau Walikota dan Wakil Walikota karenaryimhan nama
provinsi atau Kota.

9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka i hutengan ketentuan :

a. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk (Bilpati dan Calon
Wakil Bupati Solok;

b. Belum pernah menjabat sebagai Wakil Guberntuku@alon Bupati
dan Calon Wakil Bupati Solok; dan
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c. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikotak Calon Wakil
Bupati Solok.

10. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka fLdjwengan ketentuan :

11.

12.

13.

a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walitk yang
mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupatglikota atau Wakil
Walikota di Kota/kota lain;

b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walte yang
mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gulrednprovinsi yang

lain.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angkaul dyuneliputi :

a. Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan petaham#uysuami atau istri
dengan Petahana; atau

b. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan lu)sangkat lurus ke
atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu meltngan petahana; atau

c. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan Iu)séingkat lurus ke
bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana; ata

d. Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan kemm@ag, yaitu
kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengsahp@a.

Syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam angkarlekibentuk calorwWalikota
dan Wakil Walikota atau Calon Walikota dan Wakil Nkata di Kota/Kota yang
sama, dan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernprrayinsi yang sama.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, hidd&ku apabila telah
melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengaenghitungan berpedoman pada

ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d

PERSYARATAN PENCALONAN

1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. KPU Kota Solok menetapkan persyaratan pencalontaurk idartai Politik
atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan K&ifa Solok
sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a,Raitai Politik atau
Gabungan Partai Politik memperoleh paling sediki#62 (dua puluh
persen) dari jumlah kursi DPRD Kota Solok yaituaglak 4 kursi atau
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi peraletizara sah dalam
Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Solok Tahun 204duysebanyak
8.637 (delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh).

jdih.kpu.go.id/sumbar/solok-kota


jdih.kpu.go.id/sumbar/solok-kota

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan PaRalitik mengusulkan
Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperolag padikit 25%
(dua puluh lima persen) dari akumulasi peroleharssgah sebagaimana
dimaksud pada huruf b, ketentuan tersebut haeyaku bagi Partai
Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilaakifat Daerah Kota
Solok Tahun 2014.

KPU Kota Solok menghitung syarat pencalonan sebsgsa dimaksud

pada huruf b, dengan rumus :

1) Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan PerwakilakyBt Daerah
Kota Solok Tahun 2014 x 20/100; dan

2) Syarat pencalonan = jumlah suara sah Dewan PeamaRbkyat
Daerah Kota Solok Tahun 2014 x 25/100;

3) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimakadd pngka 1)
dan angka 2) menghasilkan angka pecahan dilakusanbylatan ke
atas.

Keputusan KPU Kota Solok sebagaimana dimaksud padaf a,

berpedoman pada:

1) Keputusan KPU Kota Solok Nomor :42/Kpts/KPU-Kota-
003.435109/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Rargi Politik
dan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyatrah Kota
Solok Pemilu Tahun 2014;

2) Keputusan KPU Kota Solok Nomor :42/Kpts/KPU-Kota-
003.435109/V/2014 tentang Penetapan Rekapitulasisil Ha
Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Pedeetailu dan
Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Pso\an
DPRD Kota Solok Tahun 2014.

Salinan Keputusan KPU Kota Solok sebagaimana dinthgada huruf

a, disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Solok,piian Partai

Politik tingkat Kota Solok dan Panwas Kota.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hangpal mendaftarkan 1

(satu) Pasangan Calon.

Partai Politik dapat bersepakat dengan PartaiilP@in untuk melakukan

penggabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukkesepakatan

dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikatilhan.
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Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh PaotdikPatau Gabungan
Partai Politik sebagaimana dimaksud pada hututidak dapat
dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungartd Politik lainnya.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yatelah mendaftarkan
Pasangan Calon kepada KPU Kota Solok, tidak dapahank
dukungannya sejak pendaftaran.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partaolitik menarik
dukungan dan/atau menarik Calon dan/atau Pasabagan yang telah
didaftarkan Partai Politik atau Gabungan PartaitiRdkersebut dianggap
tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutartidék dapat
mengusulkan Calon dan/atau Pasangan Calon pengganti

Calon dan/atau Pasangan Calon yang sudah menagalait&esepakatan
pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU KotakSdidak dapat
mengundurkan diri sejak pendaftaran.

Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaidiswaksud pada
huruf m mengundurkan diri, Partai Politik atau Gadpan Partai Politik
yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan caloratian Pasangan
Calon pengganti dan dinyatakan gugur pencalonannya.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf hatdkan secara
tertulis bermaterai cukup, ditandatangani oleh nggenasing Ketua dan
Sekretaris Partai Politik.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf nddi@ngani oleh
Pimpinan Partai Politik atau masing-masing PimpiRarntai Politik yang

bergabung dan Pasangan Calon.

2.  Perseorangan

a.

KPU Kota Solok menetapkan persyaratan pencalonaopaejumlah
dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan denganukan KPU
Kota Solok.

Keputusan KPU Kota Solok sebagaimana dimaksud pgadaf a,
didasarkan atas data jumlah penduduk yang disaepaileh Pemerintah
Kota Solok setelah menerima permintaan tertuliskdat) Kota Solok.
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri seb@gsangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Solok apabila memenajarat dukungan
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlahdoeluk Kota Solok
sebanyak 64.416 jiwa, vyaitu sebanyak 6.442 (enbm empat ratus

empat puluh dua) jiwa.
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d. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada hurafus tkersebar di
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatakota Solok yaitu
sebanyak 2 (dua) kecamatan.

e. Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud b dan huruf d
menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatateke

f.  Dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢, hdirdén huruf e
hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Caloadrargan.

g. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimhiamaksud
dalam huruf f adalah penduduk yang telah memenyaras sebagai

Pemilih.

BAB |11
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kota Solok mengumumkan jadwal penyerahan, sebb@ehasa penyerahan
dokumen dukungan kepada KPU Kota Solok.

2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan drasarCalon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada angkaalkukdih melalui media
massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumdardatau laman KPU
Kota Solok.

3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan gaasarcalon
sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan sédkaifeanpat belas) hari.

4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan aetmw dimaksud
pada angka 1, mencantumkan:

a. Keputusan KPU Kota Solok Nomor 25 tahun 2015 tentpenetapan Syarat
Jumlah Dukungan Bagi Calon Perseorangan dalam amiWalikota dan
Wakil Walikota Solok Tahun 2015 sebagaimana dimdkdalam BAB I
huruf B angka 2 huruf ¢, huruf d dan huruf e;

b. Tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangam €epmada KPU
Kota Solok;

c. Waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan CalseoPangan.

5. Pasangan Calon Perseorangan wajib memenuhi pdeyan@encalonan
sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angkauguihc, huruf d dan

huruf e.
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10.

11.

12.

13.

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimakdadapgka 5 dilakukan
sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemnilldmum Kota Solok
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelengdg@esaitihan Walikota dan
Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan seaagalimaksud pada
angka 6 diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIB.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angkberbpa surat
pernyataan dukungan dan dilampiri fotokopi idestitkependudukan dan
rekapitulasi jumlah dukungan.

Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud aagka 8, dapat
menggunakan Formulir Model B.1- KWK Perseorangan.

Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah memghisurat pernyataan
dukungan secara perorangan atau kolektif, tapk tis@nggunakan Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan calon Persgamawajib menyusun
daftar nama pendukung ke dalam formulir Model BMAK Perseorangan,
dilampiri surat pernyataan dukungan yang telahnghin, berisi data :

nomor induk kependudukan,

alamat,

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW),

desa/kelurahan,

kecamatan,

Kota/kota,

umur/tempat dan tanggal lahir,

-~ © a0 T p

= «Q

jenis kelamin; dan

i. status perkawinan.

Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pa#ta 8dapat berupa:

a. Kartu Tanda Penduduk;

b. Kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;

c. Paspor; atau

d. Ildentitas lain.

Surat keterangan identitas kependudukan lainnyagseétnana dimaksud pada
angka 11 huruf d, dilarang dikeluarkan secara kiblek

Pasangan Calon peseorangan menyusun rekapitutakihjudukungan dengan
menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangarukirstetiap kelurahan

dan kecamatan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan suratag@mydukungan dan

rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksaldnd angka 8, dalam

bentuk softcopy dan hardcopy.

Softcopy sebagaimana dimaksud dalam angka 14 memiidge asli.

Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokmentitas

kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angkard dantuk hardcopy.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam ang#é&eBompokkan

berdasarkan wilayah kelurahan.

Dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan seaagalimaksud pada

angka 14 dan angka 16, dibuat dalam 3 (tiga) rgmgkangan ketentuan:

a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asl2d@ua) rangkap
salinan kepada KPU Kota Solok;

b. KPU Kota Solok menyerahkan 1 (satu) rangkap salkegrada PPS melalui
PPK;

c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangam,Galtelah memperoleh
pengesahan KPU Kota Solok dengan membubuhkan gieanadap basah.
Dalam hal Pasangan Calon Perseorangan tidak memeketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 14 sampai dengéa &8, KPU Kota
Solok mengembalikan dokumen dukungan untuk dipkrbdalam masa

penyerahan dokumen dukungan.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan ®aoseorangan terdiri

dari:

a. Penelitian administrasi;

b. Penelitian faktual.

KPU Kota Solok melakukan penelitian administrasrhaelap dokumen

dukungan Pasangan Calon dengan cara:

a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukamglan pesebaran
yang terdapat dalasoftcop formulir Model B.1-KWK Perseorangan

b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah nahigdukungan dan
pesebaran yang terdapat dalam softcopy dengan dmrdeebagaimana
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Dalam penelitian jumlah minimal dukungan dan pesabdelah sesuai antara

softcopy dan hardcopy, KPU Kota Solok Solok menywu8erita Acara dan

Tanda Terima.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dalam jumlah minimal dukungan dan pesebaran as@@taopy dan hardcopy,

KPU Kota Solok menyusun berita acara dan mengekaralidokumen

dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaika padsa penyerahan

dokumen dukungan.

Dalam hal Pasangan calon tidak memenuhi jumlah mahidukungan dan

persebaran sampai dengan akhir masa penyerahameiokdukungan, KPU

Kota Solok menerbitkan keputusan penetapan Pasagan tidak memenuhi

syarat.

Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas orgoklampingi proses

penelitian dukungan sebagaimana dimaksud dalamaahgk

KPU Kota Solok melakukan penelitian terhadap dugaakungan ganda

terhadap Pasangan Calon perseorangan.

Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angikadi &pabila :

a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebihld@atu) Pasangan
Calon atau;

b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari tuYsakali kepada 1
(satu) Pasangan Calon perseorangan.

Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimanaksiimapada angka 8

huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian ikt

Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimanaksimapada angka 8

huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).

KPU Kota Solok Solok menyusun berita acara hasénefitian dukungan

ganda.

KPU Kota Solok menyampaikan salinan berita acarail hpenelitian

sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada :

a. Pasangan Calon perseorangan; dan

b. PPS melalui PPK.

KPU Kota Solok menyampaikan dokumen dukungan Pasan@alon

Perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungiatiagkepada PPS melalui

PPK.

Sejak KPU Kota Solok menyampaikan dokumen dukung§apada PPS

sebagaimana dimaksud dalam angka 13, pendukungdresealon tidak dapat

menarik kembali dukungannya.

PPS melakukan penelitian administrasi dan faktalhg lama 14 (empat belas)

hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangaon GQarseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 13.

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pagleaal5 mencakup :
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

a. Penelitian keabsahan surat dukungan pada FormutideMB.1-KWK
Perseorangan.

b. Penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alperadukung pada
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokojientitas
kependudukan atau Kartu Keluarga atau identitaerdydukan lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11.

Penelitian kesesuaian antara alamat pendukung delagaah Pemilihan.

d. Penelitian kelengkapan daftar nama dan alamat pendgupada Formulir
B.1-KWK Perseorangan.

e. Penelitian kesesuaian alamat pendukung denganahilagministrasi PPS.

f. Penelitian Identitas Kependudukan lainnya untuk amtikan pemenuhan
syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.

Dalam Hal formulir Model B.1-KWK perseorangan tiddikandatangani di atas

materai oleh pasangan calon perseorangan, sebagamimaaksud pada angka

16 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi asyatapi tidak

menggugurkan dukungan.

Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung padauforModel B.1-KWK

Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi idestlaggaimana dimaksud pada

angka 16 huruf b dukungan tersebut dicoret danadiakan tidak memenuhi

syarat.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengamkg&milihan sebagaimana

dimaksud pada angka 16 huruf ¢ dukungan tersebatedidan dinyatakan tidak

memenuhi syarat.

Dalam hal pada fomulir Model B.1-KWK Perseorangdak dilengkapi dengan

fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dinthgada angka 16 huruf d

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak meimesyarat.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai denganyailaadministrasi PPS,

sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf e, dukuegsebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat diganaoleh Pasangan Calon

Perseorangan pada masa perbaikan dengan meminddbkangan tersebut

sesuai dengan kelurahan.

Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinaagsgmana dimaksud dalam

angka 16 huruf f dinyatakan tidak sesuai dukungarsebut dicoret dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

PPS menyusun berita acara hasil penelitian admasistsebagaimana

dimaksud pada angka 16 dengan menggunakan Foriviotiel BA.3.1-KWK

Perseorangan.
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24. Berita Acara hasil penelitian administrasi  olelPPS sebagaimana

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

dimaksud pada angka 23 dibuat dalam 5 (lima) rqngk#u:

a. 1 (Satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;

b. 1 (Satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semakughen dukungan
setiap Pasangan Calon;

c. 1 (Satu) rangkap KPU Kota Solok melalui PPK;

d. 1 (Satu) rangkap PPL;

e. 1 (Satu) rangkap arsip PPS.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagsantimaksud pada angka

16, PPS melakukan penelitian faktual.

Penelitian faktual oleh PPS sebagaimana dimaksdd pagka 25, dilakukan

untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pas&wajan perseorangan.

Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapagamgkat petugas peneliti

dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) seterapatiai kebutuhan.

Penelitian faktual oleh PPS dilakukan dengan cagadatangi setiap tempat

tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenyduias administratif untuk

mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, dekungannya

kepada Pasangan Calon.

Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungardukungan yang

bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikamnimnigdnnya, pendukung

mengisi Formulir Model B.3—-KWK Perseorangan, damaaya dicoret dari

daftar dukungan.

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikammynnya, tetapi yang

bersangkutan tidak bersedia mengisi Formulir Md&I8-KWK Perseorangan,

dukungannya tetap dinyatakan sah.

Dalam hal seorang atau lebih pendukung menarik miytku kepada Pasangan

Calon setelah verifikasi faktual, dukungan dimaksgidp dinyatakan sah.

Dalam hal terdapat pendukung tidak dapat ditemau alamat tempat tinggal

pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catada kolom keterangan.

Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yangagekan, PPS dapat meminta

pendukung untuk menunjukkan identitas kependudykag asli.

Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungpadee lebih dari 1

(satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pegdukepastian

dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon daluperg membubuhkan

tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calandidokung (B.1 KWK

Perseorangan) dan yang tidak didukung ( B 3KK®érseorangan ), serta
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

mencoret nama pendukung dalam daftar namapendukamd®asangan Calon

yang tidak didukung.

PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib memihurah untuk

menandatangani Formulir Model B.1-KWK Perseorandan membubuhkan

cap/stempel kelurahan di atas tanda tangan.

PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib manmdentasikan kegiatan

penelitian faktual.

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagainumaksud pada angka

33, PPS melakukan penelitian faktual, dengan caskobrdinasi dengan

Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangam @Gewnghadirkan

seluruh pendukung di wilayah Kelurahan pada wakin tempat yang telah

ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti keberdugangan.

Dalam hal Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanyagasa Calon tidak

dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimareksiid pada angka 38,

PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadadusemg yang hadir.

Dalam hal pendukung tidak hadir, diberi kesempatatnk datang langsung ke

PPS guna membuktikan dukungannya paling lambatlisabéatas akhir

penelitian faktual.

Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan bhatésu yang ditentukan

sebagaimana dimaksud pada angka 40, dukungan dRasafalon yang

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat damarpendukung tersebut

dicoret dari daftar dukungan.

PPS wajib menuangkan Hasil penelitian faktual seipagna dimaksud angka

28 sampai dengan angka 41 ke dalam Formulir Modéal.3RB-KWK

perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dagdadPPS.

Berita Acara hasil penelitian faktual oleh PPS gabmana dimaksud dalam

angka 44dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :

a. 1 (Satu)angkap untuk setiap Pasangan Calon;

b. 1 (Satu)rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumekurayan
setiap Pasangan Calon;

c. 1 (Satu) rangkap KPU Kota Solok melalui PPK;

d. 1 (Satu) rangkap PPL;

e. 1 (Satu) rangkap PPS

PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitdl&kungan hasil penelitian

administrasi dan faktual oleh PPS di wilayah kergapaling lama 7 (tujuh) hari

setelah menerima berita acara dari PPS sebagaidiraalisud dalam angka 43

huruf b.
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 4dirdiiah :

a. Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS

Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwasmitoa dapat
mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti femdu

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalgkeaft dapat diterima,
PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dadamufir Model BA.4.1-
KWK Perseorangan.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada a#@kaéidak dapat
dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon @&iau Penghubung tidak
dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghuilgakgdapat menerima,
Pasangan Calon atau Tim penghubung mengisi Formadel BA.4.1-KWK
perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimamaaksud pada angka 44,
dituangkan dalam berita acara Formulir Model BAMAK Perseorangan.
Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksudrdalegka 49, dibuat dalam
rangkap 4 (empat), yaitu:

a. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada setiap Pas&@ajan;

b. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Solok;

c. 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Keaamata

d. 1 (Satu) rangkap arsip PPK.

KPU Kota Solok melaksanakan rapat pleno terbukapiilasi dukungan
berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungam FIBK di wilayah kerjanya
paling lama 4 (empat) hari setelah menerima bagéaa dari PPK sebagaimana
dimaksud dalam angka 50 huruf b

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka Sdirddiah :

a. Pasangan calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kota;

c. PPK.

Pasangan calon atau tim penghubung dan Panwas démat mengajukan
keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

Dalam hal Keberatan sebagaimana dimaksud dalamaab@kdapat diterima,
KPU Kota Solok melakukan pembetulan dan mencat@ndd&ormulir Model
BA.5.1-KWK Perseorangan.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ab8kéidak dapat

dibuktikan  kebenarannya dan Pasangan Calon atauPEnghubung tidak
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

dapat menerima, Pasangan Calon atau Tim Penghumergisi Formulir
Model BA.5.1-KWK Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimamaalsud pada angka 51
dituangkan dalam berita acara menggunakan Farddel BA.5 -KWK
Perseorangan.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksudrdalegka 56, dibuat dalam
rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap Pas&ajan.

b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Panwas Kota,

c. 1 (satu) rangkap arsip KPU Kota Solok.

Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Catoseofangan
mengundurkan diri pada masa penelitian admassian faktual dukungan
sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan alakan tidak lagi
memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengamdain.

Pasangan Calon atau salah satu Calon Pemgaorayang mengundurkan
diri sebagaimana dimaksud pada angka 58, tidak tddpsulkan sebagai
Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik @e&wngan Partai Politik.
Calon Perseorangan yang berhalangan tetapregainggal dunia pada masa
penelitian faktual dukungan sampai dengan rekasiglimlah dukungan, dapat
diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) Isajak bakal calon tersebut
berhalangan tetap atau meninggal dunia.

KPU Kota Solok mengumumkan calon pengganti sebagaandimaksud dalam
angka 60 kepada masyarakat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 6Mikaitakaling lama 2
(dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan medakiingannya sampai
dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasandan zserta Pemilihan.

KPU Kota Solok melakukan penelitian persyaratancplernan dan persyaratan
calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumenggamti calon diterima.
Pasangan Calon perseorangan yang telah méngiases penelitian
administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka b5 peaelitian factual
sebagaimana dimaksud dalam angka 25, dukungandejakt diajukan sebagai

calon dan/atau Pasangan Calon oleh partai potaik gabungan partai politik.
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BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1.

KPU berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Addanusia untuk
mendapatkan salinan keputusan kepengurusan papialitik tingkat pusat
sebelum masa pendaftaran pasangan calon.

Menteri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menykampasalinan
keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusmaai Politik tingkat pusat
kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan PRdidik tingkat Provinsi
dan/atau Kota kepada pimpinan Partai Politik tingkasat sebelum masa
pendaftaran Pasangan Calon.

Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat menyampaiksalinan keputusan
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi damfaKota kepada KPU sesuai
dengan permintaan KPU.

KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri ssbwma dimaksud pada
angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai ilPotihngkat pusat
sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Birdain/atau KPU Kota
Solok sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Potitikdt Kota tidak dilakukan
oleh pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU ¥#nsi meminta kepengurusan
Partai politik tingkat Kota kepada pimpinan ParRuolitik tingkat provinsi
sebelum masa pendaftaran Pasangan calon.

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salik@putusan sebagaimana
dimaksud pada angka 4 dan angka 6 Partai poltii&ktidapat mendaftarkan
Pasangan calon.

Keputusan tentang kepengurusan Partai Politdk#h pusat, tingkat provinsi
dan tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam angkadgka 4, atau angka 6
menjadi pedoman bagi KPU Provinsi atau KPU Koteokalalam penerimaan
pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentapgekgurusan Partai politik
tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka dihndalam proses
penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Proviasi HPU Kota Solok
menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkanukap terakhir dari

Menteri tentang penetapan kepengurusan Partaikpolit
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebaggirdimaksud dalam

angka 9 terdapat penetapan pengadilan mengenang&sn pemberlakuan

keputusan Menteri, KPU Provinsi dan KPU Kota Sdiolak dapat menerima

pendaftaran pasangan calon sampai dengan adanysaputyang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanpigngan penerbitan

keputusan dari Menteri tentang penetapan kepenguiartai politik.

Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebaggirdimaksud dalam

angka 10 belum terdapat putusan yang telah mempkealaatan hukum tetap

dan kepengurusan Partai politik yang bersengketéakmiean kesepakatan

perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusatai Raolitik sesuai

peraturan perundang-undangan, KPU Kota Solok nmeaerpendaftaran

Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhidateri tentang penetapan

kepengurusan Partai politik hasil kesepakatan peacn.

KPU Kota Solok mengumumkan pendaftaran PasangaonGaklalui media

massa dan/atau papan pengumuman dan/atau |&RahKota Solok sesuai

dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputdsanisi Pemilihan

Umum Kota Solok tentang Tahapan, Program dan Jaékealelenggaraan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebhagadimaksud

dalam angka 12 dicantumkan :

A. Keputusan KPU Kota Solok sebagaimana dimaksuahd&ab Il Huruf B
angka 1 huruf a dan Bab Il Huruf B angka 2 huruf a

B. Waktu penyerahan dokumen dukungan;

C. Tempat penyerahan.

Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lamgd ttari terhitung setelah hari

terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana diuntakgka 12.

Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksladamgka 14 dilakukan

paling lambat pukul 16.00 WIB.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politiknaeftarkan Pasangan Calon

kepada KPU Kota Solok selama masa pendaftaran asebaga dimaksud

dalam angka 14.

Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimaraksiid pada angka 16,

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajibmenuhi persyaratan :

a. ketentuan BAB Il huruf B angka 1 huruf b dan huwuf

b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tatglPusat tentang

persetujuan Pasangan Calon serta dokumen syapat dain
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c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tatghusat tentang
Kepengurusan Partai Politik tingkat Kota.

Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan epadk KPU Kota Solok
selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud aladga 14.
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dgasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 16 dan angka 18 wajib haalila saat pendaftaran.
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan PartditiR atau salah seorang Calon
atau Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saa@fferan sebagaimana
dimaksud pada angka 19, Partai Politik atau Gaburigartai Politik atau
perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaranyake&etidakhadiran
tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dipeadari yang dibuktikan
dengan surat keterangan dari instansi yang bengenan

Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, k®& Solok bertugas :

a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dangrvatayp Calon yang
diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partailitifk atau
perseorangan;

b. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan patagaCalon yang
diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan PartailitiR atau
perseorangan;

c. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimalasladn angka 17
huruf a;

d. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonglmagaimana
dimaksud dalam angka 17 huruf b dan huruf c yaitu :

1) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat tpugang
menandatangani surat keputusan Partai Politik semgkatannya
dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang joiiskam oleh
KPU.

2) Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kotang
menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedpada
kepengurusan Partai Politik tingkat Kota untuk Hiran Walikota
dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atéiBU
Provinsi.

e. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dima#lalain huruf b dan
huruf ¢, KPU Kota Solok mencatat penerimaan dokurpersyaratan
pencalonan dan persyaratan calon yang diajukanRéetai Politik atau
Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terimadafearan
formulir Model TT.1-KWK yang berisi :
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1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Poldéikgymendaftarkan
Pasangan Calon;

2) nomor dan tanggal keputusan pimpinan Partai Rdiitigkat Pusat
dan/atau keputusan pimpinan Partai Politik tingkatia, dalam hal
terdapat perubahan kepengurusan sebagaimana dihaksada
huruf c;

3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Rdlitgkat Pusat
tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusolkA Pengurus
Partai Politik tingkat Kota, yang ditandatangarelolKetua Umum
dan Sekretaris Jenderal Pimpinan Partai Polittikin Pusat;

4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen paE®@
pencalonan dan persyaratan Calon;

5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon sertatatan nomor
telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masmaging kantor
Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftariRasangan
Calon;

6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyam¢acalonan dan
persyaratan Calon;

Meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dujam dan persebaran

serta persyaratan pasangan Calon perseorangan;

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimagadd huruf e, KPU

Kota Solok mencatat penerimaan dokumen persyagaanalonan dan

persyaratan Calon Perseorangan menggunakan Modelukio TT.1-

KWK Perseorangan, meliputi:

1) nama lengkap Pasangan Calon;

2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen peat@r
pencalonan dan persyaratan Calon;

3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;

4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratangb@nan dan
persyaratan Calon;

5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungsandan
Calon;

Menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kdtagamatan dan

tingkat kelurahan;

Menerima rekening khusus dana kampanye yang dilmlkh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama &din spesimen tanda
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atabu@gan Partai Politik
dan Calon;

j- Menerima rekening khusus dana kampanye yang dilmlgh Calon

Perseorangan;

k. Memberikan formulir sebagaimana dimaksud padafrikepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengauRasangan Calon
atau kepada Pasangan Calon Perseorangan;

1.  Memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehasamapi dan rohani
kepada Pasangan Calon di rumah sakit yang dituojek KPU Kota
Solok.

KPU Kota Solok dilarang menerima perubahan duoku persyaratan

pencalonan dan/atau syarat calon setelah parglaf Pasangan Calon,

kecuali terhadap perubahan dokumen kepenguruséa Palitik tingkat Kota
untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebdari 1 (satu) kepengurusan,

KPU Kota Solok hanya menerima 1 (satu) PasangaanCang didaftarkan

oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partditile yang dinyatakan sah

sebagaimana dimaksud dalam angka 8.

Dalam hal Pimpinan Partai politik atau Gabum&artai Politik tingkat Kota

yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalamaaBgknemberikan

dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan C&&t Kota Solok
menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendagaetyuan dari

Pimpinan Partai politik tingkat pusat.

Dalam hal terdapat perubahan kepengurusamtgiartai Politik tingkat pusat,

dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kotéelsé pendaftaran, Partai

Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan ParBolitik tentang

kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturamdpeg:undangan.

KPU Kota Solok melakukan penelitian adminigtrasrhadap dokumen

perubahan kepengurusan sebagaimana dimaksud dadgaa 25.

Perubahan kepengurusan Partai politik sebagairdamaksud dalam angka 25

tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan ahantelah didaftarkan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politikyanendaftarkan Pasangan Calon,

tetapi tidak memenuhi syarat pendaftaran calongsetmana dimaksud dalam

angka 17, KPU Kota Solok menyatakan tidak meneperdaftaran tersebut,
menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikamndeR pendaftaran

Pasangan Calon kepada Partai politik atau Gaburgtai politik yang

bersangkutan.
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29.

30.

31.

32.

Partai Politik atau Gabungan Partai politik ygrendaftarannya tidak diterima
sebagaimana dimaksud angka 28 dapat mendaftarlsamdgan Calon dengan
memenuhi persyaratan pendaftaran calon sebagaidmawa&sud dalam angka
17.

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih PardditiP dalam Gabungan Partai
Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Parailitik tingkat Pusat

tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kota Solekyatakan Partai
Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian darib@awan Partai Politik

pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalana Beata.

KPU Kota Solok mencoret 1 (satu) atau lebihtd&apolitik sebagaimana
dimaksud dalam angka 30 dalam dokumen persyana¢ncalonan dan
dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah sattaiPpolitik pengusul, dan
disaksikan Panwas Kota.

Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih PardditiP dalam Gabungan Partai
Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Parailitik tingkat Pusat

tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebdbKsatu) atau lebih
Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi meinjpagian Gabungan Partai
Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dala@abungan Partai Politik
tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calbagaemana dimaksud
dalam angka 17, KPU Kota Solok menerima pendaft®asangan Calon dari
Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkamntBlerita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratann Cadbagaimana
dimaksud dalam huruf A angka 21 huruf a, wajibachpaikan kepada
KPU Kota Solok terdiri atas:

a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Ketua $ekretaris
Pimpinan Partai Politik atau para Ketua dan SekieeRimpinan Partai
Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatanngmggunakan
Formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh PasanGafon
Perseorangan menggunakan Formulir Model B-KWK Ress®an
beserta lampirannya;

c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangahi Bikal Calon,
sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaicimaksud
dalam BAB Il huruf A angka 1, huruf a, huruf lyrbf m, huruf n,
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huruf o, huruf p, huruf g, huruf r, huruf s, hurtfdan huruf u

menggunakan Formulir Model BB.1 KWK;

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada hdilehgkapi :

1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengundiirabagi
bakal calon yang berstatus Gubernur, Wakil GuberBupati,
Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang meharakan diri
di daerah lain; dan

2) Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedalagnd proses
bagi Bakal Calon yangerstatus Gubernur, Wakil Gubernur,
Bupati, Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota rya
mencalonkan diri di daerah lain.

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada hdilehgkapi :

1) Surat Pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calog parstatus
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Angdadavan
Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan &aky
Daerah; dan

2) Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan loeacadari
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Plara
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

surat pernyataan sebagaimana dimaksud padaddilengkapi :

1) Fotokopy surat pengunduran diri; dan

2) Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah inhigerdan
pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditagdaiaoleh
pejabat yang berwenang.

Bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggotaafa@riNasional

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia l[degawai Negeri

Sipil.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud padaddilehgkapi :

1) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jayatan

2) surat keterangan bahwa pernyataan berhenti daatgabtelah
diterima dan pemberhentiannya sedang dalam prosesy vy
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagi Bakal calon yang berstatus sebagai pejabaa Badian Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf cgétégmn keputusan

pemberhentian dari pejabat berwenang bagi BakdbnCgang
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berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP lAdePU/KIP
Kota/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kota#K

Surat keterangan tidak pernah dijatuhi apal penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatakum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam depigiana penjara
5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeangy wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon sebagaa
dimaksud dalam BAB Il huruf A angka 1 huruf f;

surat keterangan tidak sedang dicabut hakngt berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatieum tetap dari
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputhgat tinggal
Bakal Calon sebagai bukti pemenuhan persyar&alon
sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf A angkarlihg;

surat keterangan catatan kepolisian yang menlkaanBakal Calon
pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercelaagséiana
dimaksud dalam BAB Il huruf A angka 1 huruf h yasiggeluarkan
oleh Kepolisian Resort untuk Pasangan Calon Walilaan Wakil
Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tampnggal
Bakal Calon yang bersangkutan;

surat tanda terima penyerahan laporan haftaykean penyelenggara
negara dari instansi yang berwenang memeriksa dapdrarta
kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pem@npérsyaratan
Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf gkanl huruf i;
Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggangutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukumiyangadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pgagachegeri
yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 8lak Calon
sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon setega dimaksud
dalam BAB Il huruf A angka 1 huruf j;

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan paitdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukurap tetari
pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya mglipempat
tinggal Bakal Calon sebagai bukti pemenuhasyaeatan Calon
sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf A angkeauruf k;
fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atesma Bakal
Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahalamnan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nafakal Calon,
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untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejakaB&alon menjadi

wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tuhggapajak dari

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calom yeemsangkutan

terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratannCsdfbagaimana

dimaksud dalam BAB Il huruf A angka 1 huruf I;

daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangéeith Bakal Calon

dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan @Ggho Partai

Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh ParRolitik atau

Gabungan Partai Politik, serta ditandatangani &@akal Calon bagi

Bakal Calon Perseorangan menggunakan Formulir MBE&-KWK;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTBany telah

dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, seblgkii pemenuhan

persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam IBABruf A

angka 1 huruf c;

naskah visi, misi dan program Pasangan Calon manggda Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yangladéagani

Pasangan Calon;

Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota, kec@ma dan/atau

kelurahan;

Rekening Khusus dana kampanye sebagaimana slichalalam

Huruf A angka 21 huruf h bagi Pasangan Calon ygingulkan oleh

Partai politik atau Gabungan Partai Politik;

Rekening khusus dana kampanye sebagaimana siichalalam

Huruf A angka 21 huruf | bagi pasangan Calon Pegsean;

pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 64cm berwarna 4

(empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembartastto Bakal

Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukdiiRasebanyak 2

(dua) lembar besersaftcopy berlatar merah putih

Bagi calon sebagaimana dimaksud dalam BAB Il hu#udngka 4

huruf a wajib menyerahkan :

1) Surat keterangan telah selesai menjalani pidangan@esampai
dengan dimulainya jadwal waktu pendaftararaRgan Calon
dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepiembaga

pemasyarakatan;
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2) Surat pernyataan sebagai mantan narapidana yaagastecbuka
dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti ditpeda surat
kabar lokal/nasional; dan

3) Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yasgrigkutan
bukan pelaku kejahatan yang berulang sebagaimamaksdud
dalam BAB Il Huruf A angka 5 huruf b dari Kepgin Resort
untuk pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Bagi calon yang pernah dipidana penjara karenap&eal ringan

(culpa levis) dan/atau alasan politik sebagaimana dimaksuandal

BAB Il Huruf A angka 4 huruf b dan huruf ¢ wajib mgerahkan surat

keterangan dipidana karena kealpaan ringampa levis) dan/atau

alasan politik berdasarkan putusan pengadilan y@la memperoleh
kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yangjahékan

putusan.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannggas®mlana dimaksud

pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asditbateh Pimpinan atau

para pimpinan Partai Politik yang bergabung dawlulihi cap basah Partai

Politik sesuai dengan surat keputusan kepenguiRadai Politik yang sah.

Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannggas®lana dimaksud

pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan aséHbaleh Bakal Pasangan

Calon Perseorangan.

Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan CalorPdrtai Politik atau

Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud daagka 1 huruf a

meliputi:

a.

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusahtaeg persetujuan
Pasangan Calon menggunakan Formulir Model B.1-KViKo#&!;

Surat pernyataan kesepakatan antara PartaikBaihg bergabung
untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan FRoriviadel
B.2-KWK Parpol;

Surat pernyataan kesepakatan antara PartékRohu Gabungan
Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikubses
Pemilihan menggunakan Formulir Model B.3-KWK Pdypo

surat pernyataan bermaterai cukup yang mekegmtasi, misi, dan
program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Rgmaaidangka
Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Ketu&dkretaris atau
sebutan lain atau oleh para Ketua dan Sekretarurigan Partai
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Politik atau sebutan lain menggunakan Formulod®l B.4-KWK
Parpol; dan

e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yhbgka oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calan spesimen
tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Pdiitd#tu Gabungan
Partai Politik dan Calon;

f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Ca&iragaimana dimaksud
dalam angka 1.

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorasghagaimana

dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:

a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dglamPasangan Calon
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB rilif Buangka 1
huruf a;

b. dokumen dukungan berupa surat dukungan dan lanmy@an
sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf A angken&nhggunakan
Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

c. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatalsanmisi, dan
program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Rgpmaardangka
Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasar€aon
menggunakan Formulir Model B.4-KWK Perseorangan;

d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mangzda Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yanglad@agani
oleh Pasangan Calon; dan

e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yangkdilbleh Calon
Perseorangan;

f. dokumen administrasi persyaratan Calon Bexsgan sebagaimana
dimaksud dalam angka 1.

Pada saat pendaftaran Pasangan Calon sebagaimaaiesalil dalam BAB

IV huruf A angka 16, Partai Politik atau Gabumd@artai Politik atau

Pasangan Calon Perseorangan

a. mendaftarkan Tim Kampanye;

b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye déngat pada 1
(satu) bank.

Tata Cara Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pagla & huruf a,

berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umuma Ki@ntang

Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
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8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratann Cadbagaimana
dimaksud dalam angka 1, dimasukkan ke dalam mapddahs dengan
huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Paliiu Gabungan Partai
Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.

9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Baalin sebagaimana
dimaksud pada angka 8, dibuat dalam 2 (dua) rangkeljiputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

BABV
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. KPU Kota Solok berkoordinasi dengan Ikatan Dokitetohesia (IDI) tingkat
Kota untuk :

a. Menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan nastemgan
keputusan KPU Kota Solok;

b. Menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat dikunjntuk
melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan nasdeamgan
keputusan KPU Kota Solok;

2.  KPU Kota Solok menyampaikan standar kemampuhatgasmani dan
rohani sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hur@pada rumah sakit
pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kisseRasangan Calon;

3. KPU Kota Solok menyampaikan nama rumah sakit pemadri yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hdriepada Pimpinan
Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Roliang mengusulkan
Pasangan Calon untuk melakukan Pemeriksaaan kasemhahani dan
jasmani.

4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaaahiatan Pasangan
Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menyaampaliasil
pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada Kéta Solok
sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratangan Calon;

5. Hasil Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimakkrd dagka 4 bersifat

Final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pemhbgnd
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10.

11.

12.

KPU Kota Solok melakukan penelitian persyaratan iaghnasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Ig®ota dan
persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angkl#udngkan dalam

formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dwokusebagaimana

dimaksud dalam angka 6 meliputi penelitian terhadap

a. Cap basah Partai politik atau masing-masiruggan Partai politik
yang bergabung sesuai tingkatannya,

b. Tanda tangan Pasangan Calon;

c. Materai; dan

d. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalamupanani.

Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat ¢i&adi di atas

sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, agibyertakan:

a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri asawasta yang dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggy ysarsangkutan;

b. legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruaggd negeri atau
swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negau swasta tempat
Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama,;

c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Pewgm Tinggi
Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama wilayah
perguruan tinggi swasta itu berada, apabila pesgurtinggi swasta
tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beropergisi la

Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atdah bergabung dengan

sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yabgrsangkutan harus

dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kab#&oatau Kantor

Kementerian Agama Kab/Kota tempat sekolah dimaks&udah berdiri.

Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutalak dapat

ditemukan atau hilang, maka calon wajib metajkan surat keterangan

pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan.

Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutalak dapat

ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat caloseketah tidak beroperasi

lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan gent) ijazah yang
dikeluarkan oleh Instansi atau satuan kerja yangyelenggarakan urusan
pendidikan atau pendidikan agama di Kab/Kota tense&blah dimaksud

pernah berdiri.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh d&akolah asing di
Indonesia dan sekolah Internasional dilakukan depala sekolah yang
bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggataeikaan pendidikan.
Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dakolah asing di
Indonesia dan sekolah internasional dilakukan dlepala sekolah yang
bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajeneawli@kan Dasar dan
Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh skgkolah asing di luar
negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang ditans yang
menyelenggarakan urusan pendidikan.

Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan desyarakat terhadap
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/agasyaratan calon,
KPU Kota Solok dapat melakukan Klarifikasi kepadastansi yang
berwenang.

KPU Kota Solok dan instansi terkait menuangkan |hadarifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 16 dalam beriea aca

KPU Kota Solok menyampaikan hasil penelitian selvagaa dimaksud
dalam angka 6 dan angka 7 kepada Pasangan Caldpad@n Politik atau
Gabungan Partai Politik dan mengumumkan palimgbkt 2 (dua) hari
setelah penelitian selesai.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaindanaksud pada angka
18, dokumen persyaratan pencalonan dan/atausygratan Calon
dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenwrasylan/atau tidak
memenuhi syarat, Partai Politik atau GabungartaP#olitik atau
Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan metakgkapi dan/atau
memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hggakspemberitahuan hasil
penelitian oleh KPU Kota Solok.

Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimalaadh angka 19
dikecualikan bagi calon atau pasangan calon yanyathkan tidak
memenuhi syarat kesehatan jasmani dan roharatda bebas narkoba.
Dalam hal calon atau pasangan calon dinyatilak memenuhi syarat
kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas ob@arkcalon atau
Pasangan Calon yang bersangkutan dapat digangadecalon atau
pasangan calon baru;

Penggantian pasangan calon sebagaimana dimaksadn dahgka 21

dilakukan pada masa perbaikan.
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B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melaukerbaikan persyaratan
pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kota Sphika masa

perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahiasil penelitian

diterima.

Pasangan calon perseorangan melakukan perbgikeasyaratan jumlah
minimal dukungan dan/atau persebaran dan menykampakepada KPU

Kota Solok pada masa perbaikan selama 3 (tiga)seéelah pemberitahuan
hasil penelitian diterima.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/af@asangan Calon
Perseorangan melakukan perbaikan terhadap pemyar@alon dan

menyampaikan ke KPU Kota Solok pada masa perbad@ama 3 (tiga)

hari setelah pemberitahuan hasil penelitian ditarim

Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/aesyapatan calon
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dika andilakukan hanya
terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap/attan belum

memenuhi  syarat dan/atau tidak memenuhi sypaala penelitian

administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf Aaa§.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidakpat memindahkan
dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajplke&d Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatak&menuhi persyaratan

Pencalonan dan syarat calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang belum mbensgiavat dukungan
dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungagamsbana dimaksud
dalam BAB Il huruf B angka 2 huruf c, huruf dbn huruf e, diberi
kesempatan untuk melengkapi kekurangan syaraingda selama 5 (lima)
hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diteyidengan ketentuan:

a. Jjumlah dukungan yang diserahkan paling sedkitiua) kali lipat dari
jumlah kekurangan dukungan;

b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud hpadba, dapat
berupa dukungan baru yang belum memberikan dukusgbelumnya
kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukunganykng telah
diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yalamatnya tidak
sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atadardafama

pendukung yang tidak dilengkapi KTP;
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c. Pasangan Calon dapat menentukan keluratsankecamatan yang
menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagairdanaksud pada
huruf a.

Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon Perggorasebagaimana

dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada mesdaagkan.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilinaemyerahkan

perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hpsdcebanyak 3

(rangkap) kepada KPU Kota Solok.

KPU Kota Solok menyampaikan berkas Perbaikan dukuindgakal

Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaldaucmgka 3, dibuat

dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:

a. 1 (satu) rangkap fotokopi diserahkan kepada PP&lmm&PK;

b. 1 (satu) rangkap fotokopi sebagai arsip Bakal RgmarCalon, setelah
memperoleh pengesahan KPU Kota Solok dengan merhkabparaf
dan cap basah, untuk arsip;

c. 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU KolkakSantuk arsip

Dalam menerima perbaikan dokumen persyarataarigan Calon, KPU

Kota Solok melakukan prosedur sebagaimana dimakislmin BAB IV

angka 21 huruf a, huruf g, huruf h dan huruf i.

Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaladach BAB IV

angka 21 huruf h, KPU Kota Solok mencatat penenmamkumen

persyaratan pencalonan dan persyaratan calon pasmgam menggunakan

Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model FR\W&/K).

Penyerahan Perbaikan dukungan Bakal Pasangan (Réogeorangan

sebagaimana dimaksud dalam angka 3, meliputi dokume

a. surat pernyataan dukungan meliputi informasi nasrapkung, nomor
induk kependudukan, alamat, RT/RW, desa/keluraHacamatan,
Kota, umur/tempat dan tanggal lahir, sudah/pernawirk dan
tandatangan atau cap jempol pendukung sebagaifrmanaulir Model
B.1-KWK Perseorangan;

b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Catsdeérangan dan
persebaran yang disusun menggunakan formulir Md&I@FKWK
perseorangan Perbaikan.

Perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan diaagpaikan

setelah batas akhir masa perbaikan persyaratanmdzas&alon, tidak dapat

diterima oleh KPU Kota Solok dan dituangkan dalaenita Acara.
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9. KPU Kota Solok menerbitkan Keputusan berdasarkamnitéBeAcara

sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN
1. Penditian Hasll Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan
Calon

a.

KPU Kota Solok melakukan penelitian terhadap pédoaipersyaratan
pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dichdktam huruf
B angka 1, angka 2 dan angka 3, paling lama 7 h(}jupari setelah
menerima perbaikan.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a tdiddkukan
terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dikgatiengkap atau
memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasiPdawas Kota
atau mendapat laporan tertulis dari masyarakagatenmelampirkan
identitas  kependudukan pelapor yang jelas, Huktii yang
mendasari/memperkuat laporannya, serta uraiamgenai
penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

Dalam hal rekomendasi Panwas Kota atau laporamigerhasyarakat
sebagaimana dimaksud pada huruf b berkaitargatesyarat calon,
KPU Kota Solok menindaklanjuti klarifikasi kepad@stansi yang
berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik @aoungan Partai
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

Hasil penelitian perbaikan sebagaimana dimaksuda padruf a
dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWHan
lampirannya.

KPU Kota Solok mengumumkan kepada masyaraldn
menyampaikan hasil penelitian kepada PimpinataPBolitik atau
Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon &arsgan.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan ParRolitik tidak
memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sangpgjad akhir
masa pebaikan, Pasangan Calon dinyatakanréakenuhi syarat.
Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatdeum lengkap
dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimakadach huruf a,
dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen adamsiist
persyaratan Pasangan Calon sampai batas aklsam perbaikan,

pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
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h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai iRolfang Bakal
Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan td#ap,tidak
mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Pataik Gabungan
Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tid&kmanuhi syarat.

I. Dalam hal Partai politik atau Gabungant&d?olitik menyerahkan
susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota Solokakulean
Klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik regitat di atasnya
atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Paligk di
tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar fkigfjaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik.

J- KPU Kota Solok meneliti keabsahan dokumen ekeprusan

berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dgudk dalam huruf i.

Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Per seorangan

a. KPU Kota Solok melakukan penelitian admirmisir perbaikan
dukungan dan persebarannya dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB IIl huruf B angkaampai
dengan angka 12.

b. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Caose@angan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mengaglaig sedikit 2
(dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atauktideemenuhi
sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bkugang
dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.

c. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasa@gdon perseorangan
mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangdukungan
dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kota Solokakulean
penelitian administrasi terhadap perbaikan dgkon sebagaimana
dimaksud dalam huruf C angka 1.

d. KPU Kota Solok melakukan penelitian terhadap dugdeegandaan
dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan denge@dpr
sebagaimana dimaksud dalam BAB Il huruf B anglsampai dengan
angka 14.

e. PPS melakukan penelitian administrasi denganempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam BAB IIl huruf B angkashmpai
dengan angka 22.

f. Berdasarkan hasil penelitian administrasagabmana dimaksud pada

huruf e, PPS melakukan penelitian faktual secardekkf
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berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perggoraman/atau
Tim Penghubung Pasangan Calon.

Penelitian faktual secara kolektif sebagaimana Ksuwad huruf f
dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaidimaksud
dalam BAB IIl huruf B angka 28 sampai dengagka 41.
Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan fktleh PPS, PPK
melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prosathagaimana
dimaksud dalam BAB Il huruf B angka 44 sampai dangngka 50.
Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KMPbta Solok
melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh prossthagaimana
dimaksud dalam BAB Il huruf B angka 51 sampai dangngka 57.
Berdasarkan hasil rekapitulasi sebaga@mimaksud pada huruf h
dan huruf i, melakukan penelitian pemenuhan syahatungan
minimal dan persebaran.

Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagandanaksud pada
huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon Persgara telah
memenuhi syarat minimal dukungan dan persebarkondan di 2
kecamatan, KPU Kota Solok menyatakan perbaikammyén Bakal
Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat.

Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi geainaana dimaksud pada
huruf  j, dukungan Bakal Pasangan Calon Persgarartidak
memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaranngiak di (2
kecamatan), KPU Kota Solok menyatakan perbaikeuimigan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

KPU Kota Solok menuangkan hasil penelitian perggarapencalonan dan

persyaratan Pasangan Calon serta penetapan Badaalpn peserta pemilihan

dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaiman&slichpada angka 1, KPU

Kota Solok menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasar@alon dengan Keputusan
KPU Kota Solok.

KPU Kota Solok mengumumkan hasil penetapan Pasa@glon sebagaimana

dimaksud pada angka 2, dikantor KPU Kota Solok.
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10.

11.

12.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota TentassioNal Indonesia,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawaiged Sipil wajib

menyampaikan keputusan pejabat yang berwenamgnte pemberhentian dari

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Keedrepublik Indonesia, dan

Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Solok ingal lambat 1 (satu) hari

sebelum KPU Kota Solok menetapkan Pasangan Calon.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat padahhasizha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keprnugpejabat yang

berwenang tentang pemberhentian dari jabatan padarBUsaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota ISphding lambat 1 (satu)

hari sebelum KPU Kota Solok menetapkan PasanganCal

Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaidiareksud dalam angka 4

dan angka 5 dinyatakan tidak memenuhi syarat.

KPU Kota Solok melakukan Pengundian nomor urut mgma Calon yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 2Zndedpat pleno.

Rapat pleno KPU Kota Solok, sebagaimana diogkialam angka 7 dihadiri

oleh:

a. Pasangan Calon;

b. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai tiRoljfang mengajukan
Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon Perseorangan;

d. Tim Kampanye,;

e. Panwas Kota,

f. Media massa; dan

g. Tokoh masyarakat.

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pehgonnomor urut

sebagaimana dimaksud dalam angka 8.

Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak bisa dathm rapat pleno dengan

menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertargggwabkan, pengambilan

nomor urut sebagaimana dimaksud dalam angka 9 daandatanganan pada

rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan olehgg@etdari perwakilan Tim

Kampanye.

Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajidape dan membawa

surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

KPU Kota Solok mengumumkan hasil pengundian nomaut sebagaimana

dimaksud dalam angka 7.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Ras&ajon dan surat suara,

harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yaagtten dalam Kartu Tanda

Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.

KPU Kota Solok menyusun nomor urut dan nama Pasa@gdon dalam Daftar

Pasangan Calon.

Penyusunan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dinalkdam angka 14

dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasandan.Ca

Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksuch dalgka 15 ditetapkan

dengan Keputusan KPU Kota Solok.

KPU Kota Solok mengumumkan nama dan nomor Rasangan Calon yang

telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan gdhma 2 (dua) hari sejak

penetapan nomor urut Pasangan Calon.

Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagdimakaud pada angka

17 bersifat final dan mengikat.

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon pe3ertdlihan yang ditetapkan

dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b. mencetak surat suara,

c. keperluan kampanye; dan

d. dipasang di tiap Tempat Pemungutan Suara padadratanggal pemungutan
suara.

Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kakagebadi/pejabat negara

hasil penelitian dan klarifikasi Komisi Pemhb@esan Korupsi kepada

masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelumPamungutan Suara, dengan

difasilitasi oleh KPU Kota Solok.

Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengkamurbaporan Harta

Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara sebagaimana dudakpada angka 20,

Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasad&éfPU Kota Solok untuk

mengumumkan.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dil@ranenarik pengajuan Pasangan

Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangam Getelah pengumuman

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 17.

Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasaayam sebagaimana

dimaksud dalam angka 22 dilarang mengundurkantetinitung sejak ditetapkan

sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Solok.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangnarg& Pasangan Calon dan/atau
Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politki &babungan Partai Politik
tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangnarg& Pasangan Calon dan/atau
Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimaraksld dalam angka 24
dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan darridibekan kepada Pasangan
Calon dengan Tembusan Partai Politik atau Gaturngartai Politik dan
diumumkan kepada masyarakat.

Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimarakslid dalam angka 25
tidak mengubah nomor urut Pasangan yang lain yeah ditetapkan.

Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkarsegjak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KiRd3olok.

Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkasebagaimana dimaksud
pada angka 27, dinyatakan gugur dan tidak dapantig

Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat digantsapgan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud dalam angka 28 dikenakani ssailegaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat kilakaleh Partai Politik atau
Gabungan dalam hal calon yang diusulkan berhalategap.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angiaifiuti keadaan :

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaigienaksud dalam angka 2
huruf a, dibuktikan dengan surat keteranganldah/kepala desa;

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksan@agas secara permanen
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, dkasktidengan surat
keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;

Penggantian calon atau Pasangan Calon yanigalaergan tetap sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan pada tadtzgmai berikut :

a. Sampai dengan tahap penelitian persyaratan peracattan persyaratan calon;
b. Sebelum penetapan Pasangan Calon;

c. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai denganmsaktinya kampanye.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dap&ngajukan calon pengganti
paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasar@man dinyatakan berhalangan
Tetap.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilaranenarik dukungannya kepada
calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimaa&silichdalam angka 6.
Dalam Hal Partai Politik atau Gabungan Partai Rofitenarik dukungan kepada
calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungani FRaotiik atau Gabungan
Partai Politik tetap dinyatakan sah.

KPU Kota Solok melakukan penelitian terhadap kedtapgn dan kebenaran
dokumen persyaratan Calon pengganti sebagaichareksud pada angka 5
huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari setelatedmhanya surat pengusulan Calon
atau Pasangan Calon pengganti.

KPU Kota Solok melakukan penelitian terhadap kedtapgn dan kebenaran
dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon genggebagaimana
dimaksud dalam angka 5 huruf b dan  huruf crdanetapkan Pasangan Calon
paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya supgngusulan calon atau
Pasangan Calon Pengganti.

KPU Kota Solok menyampaikan hasil penelitisbagaimana dimaksud pada
angka 10, kepada Pimpinan Partai Politik atau Ggén Partai Politik dan Calon
atau Pasangan Calon pengganti paling lan{defapan) hari sejak
diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasandan gangganti.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimalkaldm angka 11 Calon atau
Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memesyainat, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkamrcatau Pasangan Calon
pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yandomaatau Pasangan Calon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaindimaksud dalam angka
12 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepaasar®yan Calon lain.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadapncatau Pasangan calon
pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaindimaksud dalam angka
12 dan mengakibatkan jumlah pasangan calon kurdag 2 (dua) pasangan,
KPU Kota Solok membuka kembali pendaftarasaRgan Calon.

Masa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam adg#féodka paling lama 3
(tiga) hari.

Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampaiagielngri pemungutan suara
terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tettgpi masih terdapat 2 (dua)

Pasangan calon atau lebih, KPU Kota Solok melkajuTahapan Pemilihan;
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tdiagasmana dimaksud dalam
angka 16 dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukalon atau Pasangan Calon
Pengganti.

Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugagaighana dimaksud dalam
angka 17 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Solok

Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sadgrgan hari pemungutan
suara terdapat calon atau Pasangan Calon penggagtiberhalangan tetap yang
mengakibatkan jumlah pasangan calon kurang dadug)(pasangan, KPU Kota
Solok menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.

Penundaaan tahapan pelaksanaan Pemilihan selaagaiiimaksud dalam angka
19 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud dalaen2fhdRartai politik atau
Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangdaon@za berhalangan tetap,
dapat mengajukan calon atau Pasangan Caloggaetn paling lambat 3 (tiga)
hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatélethalangan tetap.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaa dimaksud dalam angka
21 dilarang menarik dukungannya kepada calon Rémangan Calon pengganti
yang diajukan.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Rotétap menarik dukungan
kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukuRgdai Politik atau
Gabungan Partai politik tetap dinyatakan sah.

KPU Kota Solok melakukan penelitian terhadap kedtapgn dan kebenaran
dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon genggebagaimana
dimaksud dalam angka 21 paling lama 3 (tiga) hajaks diterimanya surat
pengususlan calon atau pasangan calon pengganti.

KPU Kota Solok menyampaikan hasil penelitian selmagaa dimaksud dalam
angka 24 secara tertulis kepada Pimpinan aPRdiitik atau Gabungan Partai
Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak ditganya surat pengusulan calon
atau Pasangan Calon Pengganti.

Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana diméakkslam angka 24, calon atau
Pasangan calon pengganti dinyatakan tidak mehmeyarat, Pimpinan Partai
politik atau Gabungan Partai Politik tidak dap&ngusulkan calon atau pasangan
calon pengganti.

Dalam hal terjadi keadaaan sebagaimana dimaksudmdangka 26 yang
mengakibatkan pasangan calon kurang dari 2 (themangan, KPU Kota Solok

membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
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28.

Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam afigtdoika paling lama 3

(tiga) hari.

BAB VIlII
LARANGAN DAN SANKSI

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilegamenerima imbalan dalam

bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

Setiap orang atau lembaga dilarang memberi @mmblkpada Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapurandaproses Pencalonan

Walikota dan Wakil Walikota;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangharena imbalan sebagaimana

dimaksud dalam angka 2 harus dibuktikan denganspatpengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Rai@rbukti menerima imbalan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai Pdifik @abungan Partai Politik

yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangam @atta periode berikutnya

di daerah yang sama.

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperkéiduatan hukum tetap

menyatakan setiap orang atau lembaga terbuktimberi imbalan pada proses

pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Solok, maganetapan sebagai

Pasangan Calon peserta pemilihan atau Pasandan t€gilih, atau sebagai

Walikota dan Wakil Walikotalibatalkan.

Setiap partai politik atau gabungan partai polang terbukti menerima imbalan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan sssib@gaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sedesgata Pemilihan, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti mga dan/atau
memberikan uang atau materi lainnya untuk mempehgapemilin
berdasarkan putusan pengadilan yang telah megmpkekuatan hukum
tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidanahleggn yang diancam
dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) riatatau lebih
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mmeyap kekuatan hukum

tetap, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
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c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau membeiikdalan pada
proses pencalonan berdasarkan putusan pengadigntgiah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di mediak atau
elektronik berdasarkan rekomendasi Panwas Kota.

e. Melakukan penggantian pejabat dan menggunakagrgroserta kegiatan
Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejttapkan sebagai
Pasangan Calon. Bagi Calon atau Pasangan Calon lyarsangkutan
sebagai Petahana.

Pembatalan Pasangan Calon peserta PemilibBbagaimana dimaksud pada

angka 7, tidak mengubah nomor urut PasangaonGaserta Pemilihan yang

lain.

BAB IX
PENUNDAAN

Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaram@as&alon hanya terdapat
1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan ¢ahg mendaftar, KPU
Kota Solok memperpanjang masa pendaftaran Basdfalon.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyarpéncalonan dan persyaratan
calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan @alanmemenuhi persyaratan,
KPU Kota Solok membuka kembali pendaftaran PasaGgdon.

Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud aguagka 2 dikecualikan
bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atan téinyatakan tidak memenuhi
persyaratan.

Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau markbuokbali pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angkal? K2 Solok menetapkan
penundaan tahapan pencalonan.

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KP&J 3Gdbk sebagaimana
dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4jtdingtan kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota untuk ditemskaelalui walikota
selanjunya disampaikan oleh Gubernur kepada Meydeg menyelenggarakan
urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampipuiesan KPU Kota Solok
tentang perubahan tahapan, program, dan jadwailiR@mWalikota dan Wakil
Walikota;
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10.

11.

12.

13.

Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagatgp@&samnilihan sebagaimana
dimaksud dalam BAB VIIl angka 7 mengakibatkan jumlaPasangan Calon
kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Solok meéayelaksanaan penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan.

KPU Kota Solok membuka kembali pendaftaran Pasa@gan paling lama 3
(tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yarsgigkutan.

Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada @ngkagakibatkan
tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakanasserentak pada hari yang
sama, KPU Kota Solok melakukan pemungutan suardasus

Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 khtetdengan Keputusan
KPU Kota Solok.

Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yangalangan tetap yang
mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dhl&sanakan pada hari
pemungutan suara Yyang telah ditentukakPU Kota Solok menunda
pelaksanaan pemungutan suara.

KPU Kota Solok membuka kembali pendaftaran PamanGalon paling lama 3
(tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan.

Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada difhkaengakibatkan
tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksansdeera serentak pada hari
yang sama, KPU Kota Solok melakukan pemungutarasiesulan .

Penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 1(pkktetdengan Keputusan
KPU Kota Solok.

BAB X
TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kota Solok mengumumkan daftar Pasangan Calosertze dokumen
pendaftarannya kepada masyarakat untuk mempeara@sbkan dan tanggapan.
Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimiamaksud pada angka 1,
dapat disampaikan kepada KPU Kota Solok sejak paogwan Pasangan Calon
pada laman KPU Kota Solok dan/atau media cetak media elektronik sampai
dengan masa penelitian.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dinp&da angka 2, dibuat
secara tertulis dan dilengkapi dengan identitasyyjas dan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk.
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BAB Xl
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakaketa yang timbul dalam
bidang tata usaha negara Pemilihan antara Pas&@aan dengan KPU Kota
Solok sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPKbta Solok tentang
Pasangan Calon peserta Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagalimaiesud dalam angka 1
diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwats.K

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusawaBakota , dapat diajukan
gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negmrgasnana dimaksud dalam

undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Riépubndonesia, Pegawai

Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPUKKota/Kota, PPK, PPS,

KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kota/Ké&tanwas Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawekidatariatan penyelenggara
Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberitakungan kepada
Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam hal dari hasil penelitian administrasi daapenelitian faktual, terbukti

adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada dndk&ungan dimaksud

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonak s®aa penyerahan
dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan salepgan penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kota Solpktdaemanfaatkan sarana
teknologi.

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atargaébung menjadi Partai Politik
baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kota Solekninta pendapat,

penjelasan atau keputusan kepada Menteri.

Kepala Desa /yang dicalonkan oleh Partai PolitkuaGabungan Partai Politik
atau mencalonkan diri secara perseorangan menjasangan Calon, wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati lunel@amat yang

dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
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6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan
tanda terima pemberitahuan.

7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidak benaran ijazah/Surat
Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua
jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kota
Solok meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka 7 menyatakan
ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan
ijjazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi

syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XllI1
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggdl4 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinva
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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